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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul "Mekanisme Penetapan Bea Perolehan Bak atas Tanab 
dan Bangunan (BPHTB) sebelum dan Sesudab Devolusi di Kota Palembang" yang 
bertujuan untuk I) mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan sebelum dan setelah devolusi dan 2) mengetahui apakah 
pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini berjalan lebih baik dan efektif 
dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data penerimaan BPHTB serta 
peraturan atau undang-undang yang membahas mengenai mekanisme penetapan BPHTB 
yang ada di Kantor Wilayah DJP dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
Kemudian data yang diperoleh akan dibandingkan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan 
hasil penelitian, diketahui bahwa mekanime penetapan BPHTB di Kantor Wilayah DJP 
menganut self assessment system dimana wajib pajak memiliki peran penting dalam 
penghitungan dan penyampaian pajak tersebut. Sebaliknya mekanisme penetapan BPHTB 
di Dispenda Kota Palembang menganut official assessment system yang artinya hampir 
semua kegiatan perpajakan dilak:ukan oleh pemerintah atau pihak ketiga. Hasil evaluasi 
data penerimaan BPHTB menunjukkan bahwa pengalihan BPHTB ke daerah telah berjalan 
dengan baik dan efektif dilihat segi penerimaan yang diperoleh. Hal ini terlihat dari 
peningkatan penerimaan BPHTB di tahun 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
Namun di sisi lain, telah terjadi penurunan di segi jumlah wajib pajak yang membayar. 
Penurunan ini disebabkan oleh tingginya NPOTKP yang ditetapkan oleh Pemerintah kota 
Palembang. Akibatnya, hanya wajib pajak tertentu yang dapat dikenakan pajak tersebut 

Untuk kedepannya, penulis menyarankan agar sosialisasi mengenai BPHTB harus 
sering dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai 
tata cara pembayaran pajak khususnya BPHTB. Sosialiasi yang baik nantinya dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, hal ini dapat 
berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari segi jumlah 
penerimaan yang diperoleh ataupunjumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran. 

Kata Kunci: Melcanisme Penelapan,Penerimaan,BPHTB 

xii 



ABSTRACT 

This Research entitled "Mechanism Arrangement of Tax Acquisition of Rights 
Land and Building (BPHTB) before and after Devolution in Palembang 
" which aims to 1) know how is the mechanism arrangement of Tax Acquisition of Rights 
Land and Building before and after devolution and 2) to find out whether this tax 
diversion is going better and more effective than when administrated by Central 
Government. 

This research was done by collecting revenue data of Tax Acqusition of Rights Land 
and Buildings and also the regulations and the laws that discussing about mechanism 
arrangement of Tax Acqusition of Rights Land and Building that exist in Regional Office of 
the General Tax Directorate and Service Revenue Region of Palembang. And then the 
obtained data will be compared each other. Based on this research, it is known that 
mechanism arrangement of Tax Acquisition of Land rights and Building that applied in 
Regional Office of the General Tax Directorate adheres a self assessment system, where 
the taxpayer has an important role in calculating and delivering the tax. On the contrary, 
mechanism arrangement of Tax Acquisition of Rights Land and Building that applied in 
Service Revenue Region of Palembang adheres an official assessment system which means 
almost all the activities of the taxation is done by Government and third party. The 
evaluation result of revenue data of Tax Acquisition of Rights Land and Building shown 
that the diversion from Central Government to Regional Government has gone well and 
effectively viewed in tenns of revenue that earned It can be shown from the increased of 
revenue in 2011 compared with previous years. But on other hand, the number of 
taxpayers has declined The declining in number of taxpayers was due to high value of the 
acquisition of non-taxable tax object that decided by Palembang Government. As the result 
only a certain taxpayer who can be a subject of this tax. 

For the future, the author suggest that the socialization about tax acquisition of 
rights land and building should be done often. Good socialization will increase public 
awareness about the importance of paying taxes. This will impact positively to increase 
revenue in terms of both total revenues that earned and the number of taxpayers who make 
payments. 

Keywords: Mechanism Arrangement, revenue, Tax Acquisition of rights land and building 
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1.1 LATAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan euforia otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal maka mulai 

tanggal 1 Januari tahun 2011, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang 

biasa dikenal dengan BPHTB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (local tax). 

BPTHB dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Jadi objek pajak BPHTB adalah 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, sedangkan subjek BPHTB adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. 

Selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun 

demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola 

bagi basil. Namun demikian dengan memperhatikan Pasal 180 angka 6 UU PDRD yang 

menyebutkan bahwa UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) 

tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi 

Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB. Selanjutnya, mulai I Januari 2011 Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan 

BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan 
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den~an proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah 

Kabupaten atau Kota setempat. 

Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemun?11tan atau devolusi sebenarnya 

adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan 

pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya yang selama ini dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah 

money follows .functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan tentunya masih 

dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan surnber-swnber penerimaan kepada 

daerah. 

Tabel I.I Penambahan Jenis Pajak Barn Kabupaten/Kota 

~~~w~-~~~i~~t~~~aa-~ 
l. ; : Pajak HoteL · :· ':Oc~ ... : i 1... . Pajak ~tel · . .:_· .. ::- . . . . . ,- c .• __ :· • . , . . • _ . -~ 

· 2 .. · . ·Pajak Resto ran . : ~2.:. . Pajalt Restorari · . . . ' 
! 

':3 . . : Pajak Hiburan. . 3.- :. Paiak Hlbu;an : .. 
'.4. .PajafRe~lami .<\_:':- . -·- . :,4::-:; Pajak R'eklame· '.._ --- -· -··. ·:~: ~ _.:~- ·-:- --: -~ 
:5. ~-, 'Pajak Pcncrariga~ Jahm (PPJ) ,;;:: . : s-.- . . Pajak Pi:~.-,a~a~--J~lan. . ·. ·: . :' ::-;'. 

-l. J>°ajak Parkir ' :'.s'. : : \ . - : ~--: : -~jak ~r'ic~r ":': _. _i :. : -.< .~ · .-· ... '.< _'t 

:7; : .· Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C . '7., ; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( 
;_: ' · . . :c-f).; :: ·•- ,- ,'--/ · ·.,-.-;; . .- · · . L , , '. (perubaha~ no,:nenklatur) -' . · ··' . · .<·. -~ 

. · >-_,-:,. __ ·:•.:_;:_.: ·:• ··'·.-.'>-: _ -8:: .. : Pajal<AirTan~(pengaiiharid~riPri>~)-•-::1 
• ' • • • r . . ·.• • • . • ,.., 

•. · · i'9, : . Pajak Sarang Burung Walet [baru) . - ·, 
-·-·_::\; _-.- . . _:. r" ' .. ' -~- .- . . : ----- . . - - - -- -:-, ·· - : ·· ,,, 

_ . '._,:~_: . -.. . _ 1 .10 •. -· P08Pcde3aan&Pcrkotaan(baru) ·: '·., ., 

· · : ·· ·. f. · ·•: f _ .· t:;.,::Ef :;~'.r~A~:·:::·:L t 
Kota Palembang adalah salah satu kota yang ada di provinsi Swnatera Selatan yang 

pemerintah daerahnya senantiasa meningkatkan potensi daerahnya dari tahun ke tahun sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi 
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Sumatera Selatan maupun Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan potensi ini adalah 

upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Salah satunya dengan 

mensukseskan program Pemerintah yaitu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 mengenai pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah. 

Mengingat masih dorninannya peran pajak dalam pembangunan di Indonesia, terutama 

bagi sumber penerimaan Negara · serta Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan suatu 

mekanisme atau prosedural yang tepat dalam mengelola semua pajak ini, terutama Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang dikenal dengan BPHTB. Agar, 

pengelolaan BPHTB ini dapat berjalan dengan baik dan terarah. Saat ini sudah 1 tahun sejak 

dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah. Tentunya pengalihan ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah kota yang bersangkutan, dalam hal ini kota Palembang. Namun apakah 

pengalihan ini sudah tepat dan berjalan lebih baik dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah 

Pusat, seyogyanya perlu untuk dievaluasi lebih lanjut. 

Dari paparan di atas maka, penulis bemiat mengangkat permasalahan tersebut ke dalam 

penulisan yang berjudul "Mekanisme Penetapan Bea Peroleban Hak atas Tanab dan 

Bangunan (BPHTB) scbelum dan Sesudah Devolusi di Kota Palembang". 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan 

yang akan dikaji oleh penulis sebagai berikut : 

- Bagaimanakah mekanisme penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebelum devolusi di Kantor Wilayah DJP Kota Palembang ? 

Bagaimanakah mekanisme penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

setelah devolusi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ? 

- Apakah pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik dan efektif dilihat dari jumlah Wajib Pajak 

serta penerimaan yang dihasilkan ? 

1.3 TUJUAN DAN MANF AA T PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan sebelum dan setelah devolusi . 

- Untuk mengetahui apakah pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini 

berjalan lebih baik dan efektif dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetabuan 

penulis mengenai perpajakan. 
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- Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi untulc keadaan yang memenuhi kriteria yang sama dan memberikan 

pemikiran baru bagi penulis lainnya 

- Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai referensi di bidang perpajakan bagi pihak lain 

yang membutuhkan. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan dalam analisis permasalahan dapat terarah dengan baik, maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada mekanisme penetapan BPHTB serta 

evaluasinya dilihat dari banyaknya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan 

penerimaan yang telah dihasilkan. 

1.4.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaku.kan dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

kota Palembang yang terletak di Jalan Merdeka No.21 serta Kantor Wilayah DJP Sumatera 

Selatan dan Bangka Belitung yang terletak di Jalan Tasik. Kambang lwak, Palembang. 

1.4.3 Data dan Metode Pengumpulan 

1.4.3.1 Jcnis Data 

- Data sekunder 
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"Menurut lndiantoro clan Supomo (2002: 147), data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Adapun data yang digunakan adalah: 

- Data internal, yaitu dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan di Dinas 

Pendapatan kota Palembang dan Kanwil DJP Sumatera Selatan clan Bangka Belitung. 

1.4.3.2 Sumber Data 

Kedua jenis data diatas dikumpulkan dari dua sumber, yaitu : 

- Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, 

yaitu Dinas Pendapatan kota Palembang dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang 

dimaksud maka diperlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek 

(responden). 

Penelitian Pustaka.. yaitu dengan membaca literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

1.4.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Selanjutnya data di atas dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 

- Dokwnentasi, yaitu teknik pengurnpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 
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1.4.4 Teknik Analisis Data 

Untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di 

interprestasikan, maka diperlukan adanya suatu analisis dalam penelitian ini. Dari data yang . 

diperoleh dilakukan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantita.tif yaitu menggunakan data 

yang telah diperoleh untuk melakukan analisis serta membandingkan dengan teori yang 

didapat. Setelah data yang berkaitan dengan pennasalahan terkumpul penulis akan 

mengevaluasi dan membandingkan antara data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) pada saat dikelola oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

dan setelah dialihkan kepada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang. Dari pengevaluasian 

dan pembandingan tersebut baru dapat dilihat manakah pengelolaan yang berjalan lebih baik. 

1.5 REN CANA SISTEMA TIKA SKRIPSI 

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan ke dalam 

lima bah, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini, 

yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti~ metode 

penelitian yang meliputi ruang lingkup pembahasan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi 

penyusunan skripsi ini yang terdiri dari pengertian pajak. fungsi pajak, penggolongan pajak. 

sistem pemungutan pajak, BPHTB dan mekanisme penetapan BPHTB yang ada di Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebelum 

dan setelah devolusi 

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR WILAY AH DIREKTORA T JENDERAL 

PAJAK DAN DINAS PENDAPATAN DAERAJI KOTA PALEMBANG 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum Kanwil DJP dan Dispenda 

kota Palembang serta visi, misi, tujuan, sasaran. fungsi dan tugas pokoknya Serta Penerimaan 

BPHTB sebelum dan setelah terjadinya devolusi. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisis perbandingan mekanisme penetapan BPHTB sebelum 

pengalihan di Kanwil DJP clan pasca pengalihan di Dispenda kota Palembang serta 

evaluasinya yang diolah dari data yang diperoleh dari kedua instansi tersebut. Dari data 

tersebut akan diperbandingkan manakah yang jauh lebih baik dan efektif dalam pengelolaan 

BPHTB ini. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan mengenai hasil pengolahan 

dan penganalisisan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Akhimya sebagai 

masukan, penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna 

memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada 
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